BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan peluang berusaha diberikan kepada Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan koperasi untuk
berperan dalam mendukung penyediaan tenaga listrik. Hal ini bermakna
bahwa unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya dapat berusaha dalam
bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa memandang badan usaha
tersebut memiliki status sebagai badan usaha berbadan hukum ataupun tidak
berbadan hukum, di mana baik pengusaha/pelaku usaha yang berminat
untuk berperan dalam bidang ini dapat melakukan usahanya. Pada Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga
Listrik Pasal 3 menyebutkan bahwa pengusahaan dalam bidang ini
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
badan usaha swasta dan koperasi. Pasal ini bermakna bahwa badan-badan
usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat berusaha dalam bidang usaha
jasa penunjang tenaga listrik. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan
ditemukan bahwa kebebasan berusaha pelaku usaha setelah terbitnya
peraturan ini menjadi terhalang terutama pelaku usaha kecil, dikarenakan
pembentukan badan hukum menetapkan syarat modal yang belum tentu
dapat dipenuhi pelaku usaha. Sehingga terhadap pelaku usaha yang
memiliki badan usaha yang tidak berbadan hukum kebebasannya terhambat

akibat adanya syarat tersebut.

2. Bahwa setelah Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik diundangkan syarat badan hukum bagi
pengusahaan jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan penelitian berakibat

pada berkurangnya jumlah pengusaha/pelaku usaha yang bergerak di bidang
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ini terutama pelaku usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Sehingga
dapat dipastikan dalam beberapa periode kedepan pengusaha bentuk ini
tidak akan berusaha lagi dalam bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik
atau dapat dikatakan tidak eksis dalam bidang ini. Akan tetapi pengusaha
yang awalnya badan usahanya tidak berbentuk badan hukum dapat
melakukan penggabungan dengan pengusaha lainnya, sehingga pada
akhirnya mereka akan tetap dapat berusaha pada sektor ini. Keadaan yang
demikian akan memunculkan pelaku-pelaku usaha yang memiliki
kemampuan usaha yang mumpuni untuk menghadapi sektor usaha
penunjang tenaga listrik yang kompleks. Pada akhirnya hal ini akan
berdampak pada penyediaan tenaga listrik yang merata dan bermutu bagi

masyarakat.

5.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam mengatasi kondisi yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini maka cara yang ditemukan untuk
mengatasinya adalah sebagai berikut:

a. Bagi pemerintah sebaiknya melakukan perubahan terhadap peraturan
pemerintah sehubungan dengan adanya pertentangan antara Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik perihal pengusahaan yakni menghilangkan
frasa berbadan hukum Indonesia agar terdapat harmonisasi antara kedua
aturan tersebut.

b. Bagi pengusaha dalam bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat
mengajukan permohonan uji materiil terkait materi muatan pada Pasal
3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha
Jasa Penunjang Tenaga terhadap Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan kepada Mahkamah
Agung.
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